A.

BAB Il

KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM ISLAM

Pengertian Nikah

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat pentatgnd Islam
sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidlgdnarga yang
merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dehgaludukan manusia
sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makimakhluk lainnya.
Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran adalam yang wajib
ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketenyzang terdapat dalam
Alquran dan Sunnah Rastf.

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kaveaj Dalam
Kamus al-Munawwir, kata nikah disebut dengan-Nikh ( z< ) dan
azziwajaz-zawjatauaz-Zijah (423 -  glsd - gls3¥ ). Secara harfiahan-
Nikh berartial- wath'u (s ), adh-dhammuy ~&ll ) danal-jam'u (&= ). al-
Wath'uberasal dari kataathi'a - yatha'u- wath'an( sty -sUss -say ), artinya
berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, msnk& menaiki, menggauli
dan bersetubuh atau bersenggarma.

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam &inyaFath al-
Mu’in mengupas tentang pernikahan, syarat, rukun, talak macam-

macamnya, rujuk serta tentang wali. Pengarang Kigabebut menyatakan

2.

4 Ahmad Azhar BasyirtHukum Pernikahan Islanogyakarta: Ull Press, 2004, him. 1-

15 Ahmad Warson Al-Munawwir Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap

Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, him. 1461.

13
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nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehankmieda persetubuhan
dengan menggunakaafadz menikahkan atau menikahkan. Kata nikah itu
sendiri secara hakiki bermakna persetubdﬁan.

Dalam pasal 1 Bab | Undang-undang No. : 1 tahurd Iidyatakan;
"Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seofadengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk lgdu@umah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mséid E

Dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 adalah sadin dasar hukum
pernikahan, yaitu :

¢ERERS » QO BORYOXITEO 67 §IIN 460

AL7AEQO> A0 I KE HAAE W@
BXMARCGAEC O ¢ 1@ JAY-SRIREE Jm AN oim 8]

EOZOCrO¢E w[ADAYeO oAy wRO
ONx OO RO CORNOgOe0ed CODVeUOV
B 20+ 0. erw® Y Yotdn A0, 10+ 0
G ¢)ORGAEIXIHEI60

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Deaciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supdga@mu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nydadamu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikiabenar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang beffikir.

Sebagai perbuatan yang dianggap sakral, maka péankdilakukan
secara baik dan benar sesuai dengan syarat séma nikah yang telah

ditentukan. Adapun syarat nikah adalah : Pertaraeerppuan halal dinikahi

16Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibar§ath al- Mu'in, Beirut: Dar al-Fikr, t.th,
him. 72.

17Undangundangm. 1 th. 1974, Tentang Perkawinan.

18 yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir@urdn, op.cit, him. 644.
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oleh laki-laki yang ingin menikahinya. Kedua; akaiétahnya dihadiri para
saksi*® Sedangkan rukunnya nikah adalah:
1. Calon mempelai pria, syaratnya :
a. Beragama Islam.
b. Jelas orangnya.
c. Dapat memberikan persetujuan.
d. Tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yangsimalalam
menjalani iddah talakaj’iy .
e. Bukanmahramcalon istri.

2. Calon mempelai wanita, syaratnya :

o

Beragama Islam.

o

Perempuan.
c. Jelas orangnya.
d. Dapat dimintai persetujuannya.
e. Tidak terdapat halangan pernikahan.
f. Tidak sedang ihram haji/lumrah.
g. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepaalia
untuk menikahkahnya.
h. Bukanmahramcalon suamf’
3. Wali nikah, syaratnya:

a. Beragama Islam.

19 Sayyid SabigFikih SunnahKuwait: Darul Bayan, t.th. him. 78.
20 slamet Abidin dan Aminuddiriigih Munakahat Jilid |, Bandung: CV Pustaka Setia,
1999, him. 64



e.

16

Laki-laki.
Dewasa.
Mempunyai hak perwalian.

Tidak terdapat halangan perkawinan.

. Saksi nikah, syaratnya:

e.

Minimal dua orang laki-laki.
Hadir dalam ijab gabul.
Dewasa.

Dapat mengerti maksud akad.

Islam.

. ljab kabul, syaratnya;

Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan #&ata
nikah atau tazwij, misalnya: "Saya nikahkan Fularzhu saya
perjodohkan - Fulanah"

Antara ijab dan kabul bersambungan, tidak dibatksigan
waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahunsédagainya.
Antara ijab dan kabul jelas maksudnya, tidak dergea-kata
sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yangkidaicapkan.
Orang yang terkait dengan ijab dan gobul tidak sgdaram

haji/umrah.
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g. Majelis ijab dan gabul itu harus dihadiri minimunmgat
orang, yaitu; calon suami atau wakilnya, wali nikdan dua

orang saksf’

21 Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indoneshim. 72.
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B. Pengertian Wali Nikah
Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata seltagpmingan atau
kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempumyai ibadah. Maka,
amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskarsebagai akad yang
sangat kuat nfiitsagan gholiidhah untuk mentaati perintah Allah, dan

melaksanakannya merupakan ibadah.

Perwalian, dalam literatur figih Islam disebut dengal-walayah
(A¥sY), seperti katagdal. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti.
Diantaranya adalah cintd«al4aall) dan pertolongans &) seperti dalam
penggalan ayatdsa)s & J35 s danuass sWil apas Ayat 71 surat at-Taubat
(9); juga berarti kekuasaan/otoritaésfll sAklull) seperti dalam ungkapan al-
wali (A'sV) yakni orang yang mempunyai kekuasaan". Hakikat galsd

adalah¥ A "(mengurus/menguasaisesudtu).

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yangadipenuhi
bagi calon mempelai wanita yang bertindak untukikedrkannya. Walaupun
menurut Imam Hanafi perkawinan tanpa wali adalaHet3d namun
mayoritas ulama’ (jumhur) tetap menjadikan waliatiksebagai syarat sahnya
perkawinan

Menurut Djamaan Nur dalam bukunya yang berjudul ibFig

Munakahat, wali adalah orang yang mengakadkan nikahmenjadi sah.

22 Achmad Kuzari Nikah Sebagai Perikatanlakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995,
him. 40.
2 Syams ad-Din as-Sarakhal;Mabsuth Beirut, Dar al-Ma’rufah, juz V,1989,him. 10.
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Nikah yang dilaksanakan tanpa wali adalah nikahktisah. Wali adalah suatu
ketentuan hukum syara’ yang dapat dipaksakan kepeatzag lain sssesuai
dengan bidang hukumnya. Perwalian itu ada yang undam ada yang
khusus®*

Perwalian yang khusus adalah yang berkenaan demgansia dan
harta benda. Pembicaraan disini dibatasi pada afasa¢rkawinan yang
berkaitan dengan manusia dan masalah wali rfikaali dalam suatu
pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi balgin mempelai
wanita yang bertindak menikahkannya atau membierpiernikahannya. Wali
dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atauakikannya kepada
orang lain. Syarat menjadi wali nikah adalah segtaki-laki yang memenuhi
syarat hukum agama, seperti islam, baligh, dangZka

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiahnbadakan
perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwaliarhadap jiwadl-walayah
'alan-nafg, perwalian terhadap hartal{Walayah ’alal-ma), serta perwalian
terhadap jiwa dan harta sekaligat\yalayah 'alan-nafsi waf-mali ma’an®’

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalalwalayah "alan-nafsi waf-
mali ma’an yaitu perwalian yang meliputi urusan-urusan mibdan harta
kekayaan. Perwalian ini bisa juga mencakup urusag Yerhubungan dengan

masalah-masalah keluarga seperti pernikahan, pgesn@din dan pendidikan

24 Djamaan NurFigih Munakahat Semarang: CV Toha Putra, 1993, him. 65.

% sayyid SabigFigih SunnahKuwait: Darul Bayan, 1971, him. 111.

26 Djamaan Nur, Loc, Cit.

27 Muhammad Amin SumaHukum Keluarga Islam di Dunia Islandakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2004, him. 134-135
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anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yehkgkepengawasannya
pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakekada wali yang lain.

Wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam swad pernikahan
berwenang mengijabkan pernikahan calon mempel@ngasan. Dan sudah
disepakati oleh jumhur ulama bahwa wali nikah mekam rukun dalam
pernikahan.

Dasar Hukum Wali Nikah

Menurut jumhur ulama’ keberadaan wali dalam sebpaimikahan

didasarkan pada sejumlah nash al-Quran dan Hadath al-Qur'an yang

digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahantaranya adalah :

RO Q*HEC F 0RO SO
BN NMEOZ o €775 BORQHZE W@

OM2>LUD>H O YDz Xz O VoRHEHRIYOLY
[ JIRSA/IN R eSR Jm ENh-STm [ B8] HBI+QEC S § 0O
ENNOC OO BBV OO = FORD
= O Qe ORBr =IO o e R
Artina: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, dahabis masa iddahnya,
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi melekain lagi
dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat dearetiantara

mereka dengan cara yang ma'ruf’. (Q.S. al-Baq&@a®)?®

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suataydtv yang
mengemukakan bahwa Ma’qil Ibn Yasar menikahkan aa@ugderempuannya
kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kkamu diceraikannya
dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddam®yeka berdua ingin
kembali lagi, maka datanglah laki-laki tadi bersaddmaar bin Khattab untuk

meminangnya. Ma’gil menjawab; Hai orang celaka, al@amuliakan kau dan

% yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir@uidn, op.cit, him. 56.
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aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikanDdimi Allah dia tidak
akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayatliatsal-Bagarah 232.

Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrak@einan kedua
orang itu. Setelah Ma’gil mendengar ayat itu, mdikaberkata ; Aku dengar
dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu darkdia; Aku nikahkan
engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. @iykAbu Daud dan
Turmudzi)®

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapamngigdkan bahwa
wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tam@di. Andaikata wanita itu
dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akafakukan itu. Ma’'qil Ibn
Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pdraikasaudaranya itu
andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan itu, atelaikata kekuasaan itu
ada pada diri saudara wanitanya. Ayat ini merupalaih yang tepat untuk
menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikahwanita tidak dapat
menikahkan dirinya sendit.

Ayat lain yang dijadikan pedoman mengenai pentiagsgorang wali

dalam pernikahan adalah:

JERAECNE  $ANDEIOO0O0 d2iw 16860

AXIKZC 4O § 0O DeA0eC

NV COEROE&ECOM W@ I
s O JIRISE 0.6 OO B+ &COM W@
T HE L72ERCORIOr O O EmEHOY

5 0.6 OO ER+&cOMWa I REAFN IO G D@0
SAEN.COROORVNNK NG REMESROMW + 0 3-¢0
FALD ¢  DIQPHE  LAED Y =Dé

29 Qamarudin Salet#\sbabun NuzuBandungCV. Diponegoro, 1984, him. 78
30 Djamaan NurQp. Cit him. 67
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Artinya: "Dan barangsiapa diantara kamu (orang mleayl yang tidak cukup
perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka bagman, ia
boleh mengawini wanita yang beriman, dari budakabugang kamu
miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kadalah dari
sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mere&agdn seizin
tuan mereka,....” (Q.S An-Nisa: 25)

Hubungan ayat di atas dengan wali nikah adk&th fankihuu hunna
bi idzni ahlihinna(karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuaneka
artinya apabila ingin menikahi seorang hamba salmagka harus meminta
izin terlebih dahulu oleh majikan hamba sahayaetarsselaku wali.

Sementara itu Hadis Nabi tentang wali nikah yanadikan pedoman

adalah:

0N

Artinya: "Dari Abi Burdah Ibnu Abi Musa dari ayahay berkata dia:
Bersabda Rosulullah SAW. : Tidak sah nikah kecdafigan wali.”
(HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibn Hiban dan Aliita).

Ghales e & o & Ug J6 Jbte-&w (o2 B (55

w sy LB U5V 24 Ay SlAIG 13sin 06 ,LPJ, e

33(;\.;-\}.:\.;- \jm\}.o }.:\ A9 ,L;LM.J\Y\

31 Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir@urdn, op.cit, him. 121.

32 Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'a&ijbul as-Salamjuz 3, Kairo: Syirkah
Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, him. 117.

*Ibid, him. 117 - 118
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Artinya: "Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rastldil saw. bersabda: Mana
saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinyakam
pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencamyayrimaka dia
(wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena didabsu
menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (parali)witu
bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali beang yang tidak
mempunyai wali baginya. Diriwayatkan oleh Al Arba'selain An-
Nasa'i. (berarti hanya Abu Daud, At Tirmidzi damubMajah) dan
dinilai shahih oleh: Abu Uwanah, Ibnu Hibban danHs&kim”.

Ses Bis fLlad Ol u,,us. Bl ¢Sl S~ 1y 05 s Bis
\J-&AMJ”/ J 8 /U.GU.;MUJ-«\AS'-U&OL.Q-U;
g7 S e w06 ek B g D gy Lo s

P2

34‘// 1308

\
\
e

)

Artinya : "Jamil bin Hasan al-’Ataki, Muhammad biarwan al-'Uqaili dan
Hisyam bin Hasan menceritakan kepada kami dari Muhad bin
Sirrin bahwa Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAWsakeda:
Tidak boleh seorang perempuan menikahkan peremjasandan
juga tidak boleh seorang perempuan menikahkan seindirinya.
Sesungguhnya perempuan zina adalah seorang penenygung
menikahkan dirinya sendiri.

Dari ketiga hadis diatas walaupun redaksinya berbadmun semua
menunjukkan bahwa keberadaan seorang wali dalamikpban adalah
mutlak harus ada. Pernikahan dianggap tidak sahtijilak ada wali, seorang
perempuan tidak sah menikahkan perempuan laindataya sendiri. Jika hal
tersebut terjadi maka mereka dianggap telah berZkkan tetapi, Imam
Hanafi mempunyai pendapat lain yaitu tidak menjadikvali nikah sebagai
rukun pernikahan oleh karenanya pernikahan tanficdi@aggap sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakarkun dari

perkawinan. Sebagaiman tercantumkan dalam pasawEdi: nikah dalam

341bid, him. 119 — 120.
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perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bzeon mempelai
wanita yang bertindak untuk menikahkannya”

Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkakawaan
menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 &yat "Untuk
melangsungkan perkawinan seorang yang belum menaapar 21 (dua
puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua oraagt

Oleh karena itu, jelas sudah bahwa wali nikah dglamikahan harus
lah ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dijbanéelak setelah
menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tatk hubungan lagi
dengan rumah tangga yang lama, lantaran si anakamedengan laki-laki
yang tidak disetujui oleh orang tuanya.

D. Syarat — syarat Menjadi Wali Nikah

Wali merupakan persyaratan yang mutlak dalam sa&ad nikah.
Sebagian fukaha menamakannya sebagi rukun nikalangkan sebagian
yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah.aBahthi adalah pendapat
sebagian besar para ulama. Mereka beralasan deafajhral-Qur'an dan
hadits. Menurut Syafi'i dan Hambali, perkawinanusadilangsungkan dengan
wali laki-laki muslim, balig, berakal dan adil.

Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawilslam,
menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu:

a. Masih kecil, atau masih dibawah umur.

% Kompilasi Hukum Islam.

36 Undang-undang no. 1 th. 1974, tentang perkawinan.

3" Mahmud YunusHukum Perkawinan Dalam lIslandakarta: PT. Hidakarya Agung,
1983, him. 21.
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b. Gila, apabila wali akrab gila maka berpindah keamlkepada wali
ab’ad.

c. Budak.

d. Fasik, kecuali ia sebagai imam a’zam (sultan).

e. Masih berada dibawah pengawasan wali (mahjur ’al&gnena tidak
cerdas (dungu).

f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, kadangut usia atau
lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyeliddesuatu yang patut
diselidiki.

g. Berbeda Agama.

Kalau terdapat salah satu dari hal-hal yang tetsphda seseorang
wali, maka berpindahlah hak kewalian itu kepada aiabd. Wali akrab yang
sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tida&hbpula mewakilkan
kepada orang lain. Dikala itu Sultan lah yang méinj@alinya, bukan wali
ab’ad yang berikutnya, karena wali akrab itu tigaigur kewaliannya ketika
ihram, hanya tidak sah melakukan aR&d.

Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjeadi. Bagaimana
mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadii atas diri mereka
sendiri tidak mampt’

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, diskdon bahwa:
"Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorandkitaki yang memenuhi

syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan balfgh.

38 peunoh DalyHukum Perkawinan Islapdakarta: Bulan Bintang, 1988, him. 76-77.
39 Djamaan NurQp. Cit him. 68.
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Dalam undang-undang no. 1 th. 1974 pasal 6 ayain34d dijelaskan
bahwa seorang wali harus masih hidup dan mampu aekgn kehendaknya.
Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak moarmenyatakan
kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yaregalihara atau keluarga
yang mempunyai hubungan darah dalam garis luruat&e selama mereka
masih hidup dan dalam keadaan menyatakan keheralakny

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syaratasyaenjadi wali
nikah adalah: beragama Islam, laki-laki, balightakal sehat, tidak sedang
berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau halysalg menyebabkan hilang
ingatannya, tidak fasik dan tidak mahjur bissafiibgbut hak kewaliannya).

Urut — urutan Menjadi Wali Nikah

Wanita tidak boleh melaksanakan akad nikah walawugemgan izin
walinya, baik akad itu untuk dirinya ataupun untukng lain. Seorang wanita
yang tidak mempunyai wali boleh menunjuk seorak@liki yang adil untuk
menikahkannya. Apabila seorang wanita tidak mampmbayar ongkos
nikah yang diminta hakim setempat, maka ia bolehungik seorang laki-laki
yang adil untuk menikahkan dirinya tanpa bdyar.

Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitij nasab dan
wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali nikahgymasih ada hubungan
darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menisgiilang wali hakim adalah
wali yang hak perwalianya timbul, karena orang me@mpelai perempuan

menolak(‘adal), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

0 Kompilasi Hukum Islam.
“1 peunoh DalyQp. Cit.him. 74.
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Dalam KHI, wali nasab terdiri dari empat kelompglang termuat

dalam dalam pasal 21 ayat 1 yaitu:

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam uruteedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yamg kesuai erat
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempedaita. Pertama,
kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus kesatyakni ayah, kakek
dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompo#&larsaudara laki-laki
kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturumeki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-kandung ayah,
saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Km#gmkelompok
saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-lade@ayah kakek dan
keturunan laki-laki merek®

Urutan kedudukan kelompok tersebut diatas diturapiabila dalam

satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang-sama berhak menjadi
wali, maka yang paling berhak adalah yang lebiratldkrajat kekerabatannya
dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kmd&msama derajat
kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wdhilah kerabat
kandung dari pada kerabat selain kandung atau &essayah. Kalau dalam
satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakra-sama derajat kandung
atau sama-sama derajat seayah, maka mereka samdedrak menjadi wali
dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhatsyarat wali.
Apabila yang paling berhak urutannya tidak memeraylairat sebagai wali,
misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungtau sudah uzur, maka
hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain unéinurutan derajat

berikutnya®®

Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sdisgaut:

“2 Kompilasi Hukum Islam.
“3 Djamaan NurQp. Cit him. 66.
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1.Ayah kandung.

2.Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dgdaus laki-laki.
3.Saudara laki-laki sekandung.

4.Saudara laki-laki seayah.

5.Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.

6.Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.

7.Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-lalekandung.
8.Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laeayah.
9.Saudara laki-laki seayah kandung (paman).

10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)

11. Anak laki-laki paman sekandung.

12. Anak laki-laki paman seayah.

13. Saudara laki-laki kakek sekandung.

14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.

15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seay4h.

Apabila wali-wali tersebut diatas tidak ada ataa &dl-hal lain yang
menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwaéesebut pindah kepada
wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalasap23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nileglabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya ataaktidiketahui tempat

tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

4 Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesjaakarta: Rajawali press, 1998, him. 87
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2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakinu lopat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadigama tentang wali
tersebut?

Pertanyaan kemudian adalah siapa yang berhak nhevgdichakim?.
Dalam hal ini KHI menjelaskan pada pasal 1 hurdfabwa:“Wali hakim
ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama&aa pejabat yang
ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangatukifbertindak sebagai
wali nikah”.

KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjukhoMenteri
Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namurelsmib KHI lahir, telah
ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan haPasal 4 Peraturan
Menteri Agama No.2 Tahun 1987 menyebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegaeraiatat Nikah
ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untukenikahkan
mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayatefhtyran ini.

2. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan banigan atau tidak
ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabufatamadya
diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menuwjaikil/pembantu
Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wakim dalam
wilayahnya.

Menurut madzhab Syafi'i urut-urutan wali nikah sepdiatas tidak

boleh dilanggar. Artinya tidak dibenarkan seseordag mereka bertindak

5 Kompilasi Hukum Islam.
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sebagai wali nikah, sementara masih ada wali yahi Idekat dalam urut-
urutannya. Maka jika seseorang dari mereka bemirstdbagai wali nikah
dengan melanggar urut-urutan itu, nikah terselarigfiap tidak sah.
Sebaliknya, menurut madzhab Maliki, urutan waliygmaling berhak
seperti diatas hanya berlaku bagi seorangayah Sajain ayah, urutan wali
tersebut tidak merupakan hal yang wajib melainkanyh sebagai anjuran
(sunnah). Sehingga seandainya seorang saudarah ssggamenikahkan adik
perempuanya sedangkan saudaranya sekandung masimakh pernikahan
tersebut tetap dianggap sah. Disamping itu, madzihddiki juga
menambahkan lagi jumlah para wali nikah, selaingydisebutkan diatas,
dengan “pengasuh” (dalam istilah figh disekatil). Karenanya barang siapa
mengasuh seorang anak perempuan yang telah kedmlékeglua orang tua
serta keluarganya, lalu ia mengasuhnya dalam wakig cukup lama, seperti
seorang ayah kandung kepada anak kandungnya setefigan menunjukan
kepadanya kasih sayangnya yang penuh, sedemilkiimgga merasa seperti
anaknya sendiri, dan si perempuan juga menganggapepagai ayahnya
sendiri, maka kepadanya dapat diberikan hak peawalalam menikahkan si
perempuan tersebut. Bahkan jika yang mengasuhnyseitrang perempuan
sekalipun, maka ia berhak menjadi walinya dalamigahan, meskipun tidak
memiliki hak untuk menikahkan secara langsung,ptetaewakilkan hal itu

kepada seorang laki-laki yang ia tunflik.

6 Abdurrahman al-JaziriAl-Figh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’a Beirut: Dar al-Fikr, Juz
IV, him. 26
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Sementara menurut madzhab Hanafi, urutan wali ymaiigg berhak
untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahaaladsama seperti
dalam madzhab Syafi'i. Namun ada perbedaan ketdtand keadaan para
kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayam$ebut tidak ada. Jika
menurut madzhab Syafi'i, jika terjadi kondisi sdpdiatas maka kewaliannya
pindak kepada wali hakim, namun menurut madzhakafjasebelum pindah
ke wali hakim masih ada wali lain yaitu para ketabedekat dari pihak ibu si
perempuan yang akan menik&h.

Secara berurutan mereka adalah:

=

Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah)
2. Neneknya (ibu dari ayah, kemudian ibu dari ibu)

3. Anak perempuanya

4. Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki)

5. Cucu (anak perempuan dari anak perempuanya)

6. Saudara perempuan seayah seibu

7. Saudara perempuan seayah.

8. Saudara perempuan seibu

9. Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuanya)
10.Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)
11.Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)

12.Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)

“71bid. him. 27
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Begitulah seterusnya, yang terdekat hubungan kie&traya. Baru
setelah ketiadaan mereka semua, hak perwalianbtéréerpindah kepada
hakim. Alasanya adalah bahwa mereka ini (para k¢rdéri pihak ibu) juga
sangat berkepentingan dalam mengupayakan kebahdgrarkeharmonisan
dalam kehidupan perkawinan anggota keluarganyaamtisig menjaga
kehormatan keluarga secara keseluruhan, sertamkuasa prihatin apabila
salah seorang dari mereka menikah dengan lakiakg tidak kufu.

Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wedrupakan
suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepeatay lain sesuai
dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum daryad@ khusus. Yang
umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan khagus ialah
berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di &y glibicarakan wali
terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalamikadvan’® Imam Malik
ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah dealgan penegasan
bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya aldaipvalinya, dan seorang
gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedandikannya seorang gadis
menunjukkan persetujuann$a.

Dalam Figih Tujuh Madzhabyang dikarang oleh Mahmud Syalthut.
diungkapkan bahwa terdapat perbedaan pendapat t@kph wali. Ada yang

menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh sevatak, bergantung secara

240,

him.

8 Sayyid SabigFihkus SunnahBeirut Libanon: Daar al-Kutub al-ljtimaiyah, tjm.

9 Imam Malik Ibn Annas,al-Muwatha’, Beirut Libanon: Dar al-Kitab llmiyah ftt,
121.
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mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan lid¢dm satu hal dan

tidak boleh dalam hal lainnya.
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Dalam Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mugqtasidpbnu

Rusyd menerangkan:
ads by e ) A Bs by ps e bt BV e (el
il Rled Bl bos Wy e VI ASS 0 wT U1 el
o sl JB 4y a0
Artinya : “Ulama berselisih pendapat apakah walinjadi syarat sahnya
nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Makkpendapat

tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syaedtnya nikah.
Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh ImamadiiSy

Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya’bi dan Azzudieipendapat
apabila seorang perempuan melakukan akad nikaharysa twali, sedang
calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh.

Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wamgjtalis
menikah tanpa wali adalah dengan mengemukakamadasbAl-Qur'an surat
Al-Bagarah ayat 234 yang berbunyi:

OII<CVoREARIY O HITSCORHES S r@QNI<o
& HODNs F<EADCORNEIN MR O8KY <Ko
O Il RV NO-> AL MR ESIE [P X
+ 63 @0 Qe OV O VAERO N We e RN
<O NI ¢S ODEROL D¢ = s RNION
&RNB 2

Artinya : "Kemudian apabila telah habis masa iddefirmaka tiada dosa
bagimu (para Wali) membiarkan mereka berbuat teyhadiri
mereka” (Q.S. Al-Bagarah: 232).

%0 1bnu Rusyd Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Mugtasi@eirut: Dar al- Jiil, juz 1I,
1409H/1989M, him. 6

%1 |bid., him. 6
2 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Aa@up.cit., him 57
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Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan j&hdaia
mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak yamtkan pada janda.
Dengan demikian dalam perspektif Imam Dawud balszaasng janda boleh
menikah tanpa wali karena janda sudah mengetahungagalami kehidupan

berumah tangga sehingga dia akan lebih berhatidladaim memilih seorang

suami.

%3 Ibnu Rusydpp.cit, him. 6



